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PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 04 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang . a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1699 tentang Pemerintahan Dacrah, maka daerah diben
kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;

b. bahwa dengan ditetapkannya {Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak
Hotel dan Restoran perlu disesuaikan; :

c. bahwa pajak Restoran merupakan saian satu sumber pendapatan
dacrah yang penting guna membiayai pgnyeienggaman
pemerintahan daerah dan pembangunan untuk memantapkan
otonomi dacrah yang iuas, nyata dan bertanggung jawab;

d. bahwa berdasarkan pertimibangan tersebut pada huruf a, buruf b
dan huref ¢ diatas. maka perlu dibentuk dengan Peraturan
Daerah tentang Pajak Restoran.

Mengingat o 1. Undang-undang Nomor 64 Tanun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggarg Timur {Lembaran Negara Tabun 1958 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2

Undang-undang Nomor § Tzhun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
i_embaran Negara Nomor 3209);

wd

Undang-indang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat i Kupang (Lembaran,
Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3633):

- - . ~
4. Undasg-undang MNomer 17 Tahun 1997 tentang Badan -
Penyeiesaian Sengkete Pajak (Lembaran Negara Tahurn 1997
romor 40, Tambahan Lembarap Negara Nomor 3684 ),
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Momor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 40438),

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahar Lembaran Negara Nomor 3686);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1699 Nomor 60, Tambahan
Lemparan Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tanun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintan Pusat dan Dacrah {Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggara
Megara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Momor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomior 4138);

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan  Perundang-undangan  dan  Bentuk
Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden;

. Keputusan -Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 173 Tahun 1997

tentang Tata Cara Pemerntksaan di bidang Pajak Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 21 Tahun 2001

tentang Penyusunan dan Matert Muatan Produk-produk Hukum
Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001

tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 23 Tahun 2001

tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 24 Tahun 200!

tentang Lembaran Daerah dan Beritz Daerah; ~

. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan,

Organisasi .dan Tala Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambalan

Lembaran Daerah Nomor 72). -
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN ¢

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK

RESTORAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah Otonom, sclanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memptinyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai badan eksekutif daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah dan / atau rétribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanagn yang
beralaku.

Penyidik Pegawai Wegeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai
Negert Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwewenang khusus oleh
Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pajak Restoran vang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayvanan
Restoran.

Restoran adalah temnpat menvantap mwkanan dan/atau minuman yang disediakan
dengan dipungul bavaran, tidak terinasuk usaha jasa boga dan katering.

Peng,“;}:;_: Rectaran adalah neraranoan atan hadan vang mcn\feiﬂng;_mrn!.-:m neaha
Restoran untuk dan atas namanya sendirt atau untuk dan atas rama pthak lain vang
menjadi tanggungannya.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah turan wajib yang dilakukan oieh
orang pribadr atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaxsakan berdasarkan Peraturan’ Perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayal penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah.

. Badar adalah sekumpular orang dan / atau persekutuan bukum yang merupakan

kesatuan baitk vang melakukan usaha maupun yang fidak melakukan usaha yang
meliputl perseroan erbatas, perscroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha
milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
orgarisasi sosial politik, atau organizasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan

bentuk badan lainnya. i

. Obyek Pajak adatah Pelayanan yang disediakan restoran dengan pernbayaran.
. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badarn yang dapat dikenakan pajak daerah.
- Wajib Pajak adziah orang pribadi ateu badan yang menurut ketentuan- pergiyran

Perendang-undangan perpajakan dacrah diwajibkan untuk melakukan pembavaran
pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu,




15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim
atau ;dng,ka waktu iain vang d]tuapnan dengan Keputusan Kepala Daerah.

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya | (satu} tahun takwim kecuali bila
Wajih Pajak menggunakan tahun huku vang tidak sama dengan tahun takwim.

17. Pajak yang terutang adalah pajak vang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
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Pajak . dalam Tahun Pajak, atan dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan
neraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Pemungutan adalab suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan

subjek pajak atau retribusi, penentuan  besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat vang

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pzmbayaran
pajak, Objek Pajak dan / atau bukan Objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban,
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib

Pajak digunakan untuk melakukan pemhavaran atau penvetaran pajak vang terutang ke
Kas Daerah arau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

. Surat Ketetapan Pdjak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan

pajak vang menentukan hesarmya inmlah nokak pajak

. Surat Ketetapan Pajak Daerab Kurang dem vang dapat disingkat SKPDKB, adalah

surat ketetapan pajak vang mL.nL,ntul\an besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi admimstras:, dan
Jumiah yang masth harus dibavar.

cSurat Ketetapan Pajak  Daerah Kurang Bayar Tambahan, van dapat disingkat

T

SKPDKRBT. adalah surat ketetapan pajak vang menentukan tambahan atas jumlah pajak
vang telah ditetapkan.

. Surat Ketetapan Pajak Nacrah 1 ehih Bayar disingkat SKPDILR, adalah surat keteranan

patek yang menenlukan jumlah kelebihan Keletapan Pajak Dm.mh Lebih Bayar, yang
dapat pembavaran pajak karena jumlah kredit pajuk lebth besar darnpada pajak yang
rerutang atau tidak scharusnya terutang.

_SL“’_“ I\\_u,\.""," ')-n-vl r'\w-r-lw Niehil  wvane rl-'lrvll’ nlCHT\rl\"!f &[\pnh[ aclalaly  crieet

ketetanan paiak vang menentukan 'umlan pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pa'w.k tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

. Surat Tagihan Pajak Dasrah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk

melakakan tagthan pajak dan / atas sankst administrasi berupa bunga dan / atan denda

CSurai Reputusan Pembetalan adalah surai kepuiusan yang membetulhan kesalahan

tuhis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undnean perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Dacrab Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tamhahan, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Mihil aran Surat Tagihan Pajak Daerah.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bavar, Surat Ketetapan Pajak

Dacrah Nurang Bayar Tambahan. Surat Ketelapan Pajak Daerah Lebih Bavar, Surat

Mtr tapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
celigz vang diajukan oleh Wanb Pajak.

: Phl'.l.\ml Buandiny: adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Kepmusan Reberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pc..‘l\l” uan adaluh susty proses pencatatan yang dilakukan secera teratur untuk
menpumpeikan data dan informass keuangan yvang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghiasifan dan biaya, serta jumiak harga perolehan dan penverahan harang atan 1aca,
yany diitiup dengan menvusu faporan hewangan berupa neraca dan laporan laba -
pada sctiap Tahun Pajak berakhir,
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RAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
(1) Nama Pajak im adalah Pajak Restoran;
(2 Restoran adalah tempat menyantap makanan danatau minuman yang disediakan
dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga dan katering.

I
2

Pasal 3

Obyek Paink Restoran adalah petavanan vang disediakan resteran dengan pembayaran.
>asal 4

(1) Subyek Pajak Reswran adstab orang pribadi atau badan vang melakukan pembayaran

kepada restoran.
(2) Wajib Pajak Resicran adalah pengusaha Restoran.

BAR 1
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada
Restoran.

Pasal 6
Tarif Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
Wilayah pemungutan pajak vang terutang adalah di wilayah Kota Kupang;

{

(1)

(2) Besarnya pokok Pajak Restoran vang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif’
Pajak Restoran dengan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

BAR V
MASA PATAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
- Pasal 8

Masa pajak adalah satu buian takwin dalam tahun takwin merupakan waktu untuk
nienghitung besarmya Pajak Terutang

Pasal 9
Pajak terutang dalam masa pajak iegadi pada saat pelavanan Ji Restoran.
asal 10

(1) Setnap Wajib Pajak waiib mengist SPTPD:



(2) SPTPD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasai iny harus diwsi dengan jelas, benar

dan lengkap serta difandatangan eieh Wajib Pajak atau Kuasanya:
Bentuk, ts1 dan tata cara pengisian SPTPD ditelapian oleh Walikota,

-l

B3AL VI
HTUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

TATA CARA PLRI

(1) Berdasarkan SP1TPD sebagaumana dimaksud dalam pasal 10 avat (1) Pasal im Walikota
menctapkan Pajak terutang dengar menerbitkan SKPD;

(2) Apabtia dalam kurun waktu {4 hari Walikota tidak mengeluarkan SKPD maka pajak
terutang ditanggung clel Pemerintah Dacrah;

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  tidak atau Kurang
dibayar sctelah tewat wakiu pabing lama 30 (tiga puluh) har sejak SKPD diterima,
dikkenakan sanksi administras berupa donda 2 9% {dua persen) sehingga ditagih dengan
menerbitkan STPD,

Pasal 12

(1) Wajib Pajak vang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
avat (1) Pasal int digunskan  ontuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan
pajak sendin yang terutang;

(2) Dalam jangka waktu 3 {lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat

mencrbitkan ;

a. SKPDKIDB;

b, SKPDKBT;

c. SKPDN. :

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini ditetapkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibavar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 %
(dua persen) scbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
Janglka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang

—
%}
—

pajak;
b. Apabila SPTPD tidak disampatkan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah

ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 %

(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
dangka waktu paling lama 24 (dua puluh empai ) bulun dihitung sejak  saat
terutangnya pajak;
c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang teruiang dihitung
sccara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 %
(dua puluh fima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi oerupa
denda 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling tama 24 (dua puluh empat) bulan dititung sejak
saat terutangnya pajak.
{13 SKPDKBT sebagaimans dimaksud pada avat (2} hurut b Pasal i diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data vang scmula belum terungkap vang menyebabkan
peramoahan jumlah pajak vang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa
weita o ehesae (00
SKPDN sebaganvana dimaksud pada ayat {2) huruf ¢ Pasal ini diterbitkan apabila
Jumlah pajak yang terntang sarma besamya dengan jumlah kredit pajak atau paiak ridak

Sh et nersen) dan tomiah kekiranean opaak feegeiios

,._
Ll

terutang dan tidak ada keedit pagai:;

(6) Apabila kewapban membayvar pajak terctang  dalam SKPDKBT  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurut a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar
daiam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengain menerbitkan STED
ditambah dengan sandksi administras denda 2% (dua pecsen) sebulan. o~
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AR Vi
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERYHTORAN PAJAK
Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilekukan ke kas Duerah batk oleh Wajib Pajak m’mpwn olch
Instansi pemungit metaing Iacr.dah:aru Penerima/Penyetor vang ditunjuk oleh Walikota;

(2) Bendahara pencnmia/penvetor wajib menvetor secara bruto ke kas daerah selambat-
lambatnva § X 24 ram kecuali hart libu,

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
difakukan dengan menggunakan SSPD |

(4} Dalam hal ln:nrlz-"n?.r? penerima/penyctor lalai melakukan peiyetoran  selambat-
lambatnya 24 jam maoka dikenakan sanksi berupa denda 10 % (sepuiuk persen)
dari p”nwmran brulo

Pasal 14

1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak
terutang dalam huran waktu tertentu, seteiah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
(2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal mi harus

difakukan sceara feratur dan berturut-turut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari jumiah pajak yang belum atau kurang dibayar;

(4) Walikota dapat memberikan persetujuan  kepada wajib Pajak  untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang teiah ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari
Jumlah pajak yang beium atau kurang dibavar ;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara

pembayaran angsuran dan penundaan sebagatmana dimaksud pada ayat {2) dan ayat

(4) Pasal ini ditetankan oleh Walikota.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini
dibertkan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

(%) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku pencrimaan pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB Vi
BEAY A PEMUNGUTAN

Pasal 16

(1) Keped instanst pemuneut dibentka upsh pungut 3 % Hima persen) dari seteran Bruio:
(23 Tatn cara peimbavaran upan pungut disesvarkan dengan Peraturan Perundang-undangan

vanyg berlaka

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

e
~

<

(1) Surai Teguran atav Surat Peringaian alau surat iain yang seienis sebagai awal tindakan-
nefalisanaan penagihan patak dikeivarkan 7 (tujuh) har -L]dl\JdtL1ﬂ tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Pt,rm;:atdn aum
sural lan vang sejents, Wailb Pajak harus melunasi pajak yang terutang;




(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atan surat iz vang sejenis seda gaimana dimaksud

pada avat {1) Pasal ini dikeliarkan oleh Pejabat.
Pasal 13

(1) f\mhnla jumlah pajek vane masih harus dibavar tdek dilunasi dalam jangka wakiu
sehagmmana ditentekan daian Surat Teguran atau Surat Peringatan dan atau surat lain
vang sejents, jumlah pajek vang haros dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
(2) Pejabat seger nzu.\;ntm.\an Sural Paksa setelah lewat 21 (dua [)ulun satu) hari sejak
C tan ceal Surat Teguran atau Suratl Peringatan atav surat lain yang scjenis,

Pasal 19
Apabiia pajak yang harus dibayar tidek difunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal  pemberitahuan Surat  Paksa, Pejabat  segera  menerbitkan  Surat  Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan den Wajib Pajak belum juga meiunasi utang pajaknya, setelah
iewat 10 s..puh.h) hari. sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang
Negara.

Vacal D

IR0 T i

1

Setelah Kantor Lelang Nepara menctapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
lelang. Juru Siia memberitnhukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
} 22

asa
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak
daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1) Wapnb Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas :
8. aes W
b, SKPDKB;
c. SKPDKBT;
SKPDLB:
SKPDN;
Pr'nr'u:nwm atat nemungutan olch piliak ketiga berdasarkan peraturan perundang-

-~

ndangan perpajakan vane bertaku,

(2) !'=.::"':um>:n_m huberaan sebacaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal o harus

dicamnakan secara wrehs daiam bahasa indonesia paiing lama 3 (tiga) bulan sejak
cual SRPD. SKPDEHR, SKPDKET, SKPDLE dan SKPDN diteriina oleh waii
;wial_ aton tanceal pometonean/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana adimaksud
pada ayvat (1) Pasal int dengan alasan vang ielas kecuali apabila W.Ulh Pajak dapat
menunitkan bahwa jangka wakuw iw tdak dapal dipenuin, karena keadaan diluar

Loa ke i mcmeg .y
NeRuasaanmia




(3} Walikota * atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan seje
tangeal surat permiohonan keberatan sebagaimana dimaksud vada avat (2) Pasal ini

illul a, sudaly membernian kepuiusan.

(+h)y Apabiia seweiah fowat waktu 12 cdua belas) bulan sebaganmana dimaksud pada avat (3)
Pasal ini Waiikeia atau Pelabat tidak membertkan keputusan, permohonan keberatan
Jianeeap dikabulkan: '

(3 Pengmuar Keherman aohaviioana dimakeud pada avat (1) Pasal i tidak menunda

newanban membayar pajas

Pasar 24

' L o TR 1 o ! +
] \" N i3 3 MY
VWYY Paiak i) My

cuitikan banding kepade Badan Penveicsaian Sengketa Pajak
diulam jangka \:.’ri;i;l 3 {tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatar dan

Wahlolz atau Poiabai

1

(Z) Pepwgnan bandimyg sebagaimana dimaxsad pada avat (1) Pasal ini udak inenunda

| T s m—— e ey !

kewagiban membayar pars.
B WA N
Pasal 24

y Apabila pengguan keberaten sehagarmmana dimaksed dalam Pasal 23 Peraturain Daerah
it aten banding scbagaimana dimaksud  dalam Pasal 24 Peraturan dacrah in
dikabulkan sehagian Sl sclurchinva, kelebiban pembayaran pajak  dikembalikan
dungan ditambai imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama

N 8 i Ligta - - bos e
- (e patun empat) buian:

)

(2) Apabia keoeraton dan banding darr wanb pajak telsh mendapat keputusan yang tetap,

Gl . . bs yasaalo Yo L mvas
Vg O3 wany mziaksanan ity

BAB Xi
PATA CARA PEMBLETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAMN PENGHAPUSAN
ATAU PENCURANGAN SANKST ADMINISTRAS!
Masal 26

(1) Walikote karena permaohonan Wanb Pajak dapat .

™ a. Membetuikan SKPD a2an SKPDKB atau SKPDKRT atau STPD yang dalam
pererbitannva lerdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atav kekelirusn
dalam pencrapan Pevaturan Perundang-undangan Perpajakan Daeraly;

b, Membatalkan atan mengurangkan ketetapan pajak vang tidak benar;

c. Mengurangkan ataw menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenatkan  pajak \'ana terutang  dalam  hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilatan Wajth Pajax atau blll\dﬂ karena kesaighannya.

Permohonan pembetuian, pembatalan, pengurangan ketcetapan dan penghapusan atau

nengurangan  senkst admmnistrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

seoagannana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan sccara tertulis oleh

'\’ﬂjin Pajak kepada Waiikota, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sejak tangpal dl*t.rizm. SKPL. QI\PDKB SKPDKBT atau STPD dengan memberikan

nila\mw g jelas

{3y Walikota atau I‘c,‘.n at pating lama 3 (tiga) bulan s¢jak surat permohonan sebagaimana
dimaksnd pada avat (2) Pasal im diterima. sudah harus memberikan keputusan;

(4 .‘\:uh? ja \Ll-..:.-.ih tewat waktu 3 (tga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal_
e Waltkowa atan Pejabat tdak memberikan keptitusan, permohonan pembetulan,
pembatalin,  penguranean '«:vlct:t;mn dan penchapusan atae pengurangan  sanks

()
ol

acministras VO z;e‘s at dikabulkan.

d
‘s



BAB X1]
PENGEMBALIAN FMELERIHAN PEMBAYARAN PAJAK
[Pasal 27

(1) Walikota atas permohonan wajib pajak mengembalikan keiebihan pembayaran najak,
(2) Walikota atau Pejabat dalam jongka wakiu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak

diterimanva permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dunaksud pada ayat (1) Pasal im harus membertkan keputusan;

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal ini dilampaui
Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal i langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud:

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP):

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran paak dilaiukan setelah lewat wakuu 2
(dua) bulan sgak diterbitkannva SKPDLB, Walikota atau Pe¢jabat membernikan
imbalan bunga sebesar 2 "o (dua persen) scbulan atas kelerfambatan pembavaran
kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembavaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini  pembayaran
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai
buktr pembavaran

g) A " \-'!r!
GUOUR
Pasal 29

(17 Hak untuk melakukan penagihan pajak gugur setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)

tahiny terhitung scjak saat werutangnva pajak, kecuali apabila wapb pajak melakukan
tindak prdana dibidang perpajakan daerah:

Gugne penagihan pajak sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini tertangguh apabula

2. [iierbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atou

b, Ada pengakuan vtang pajak dan wapb pajak langsung maupun tidak langsung,

BAB X1V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasai 30
Pejavat Pevawar Negen Stpid tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah diber
wewenang khusns scbagar Penvidik untuk melakukan penvidikan tindak Pidana~dy_

bhidang Perpajaian Dacrah:

» Wewenang Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal 1n1 adalab ¢

2. Menerima, mencari. mengumpulkan  dan omeneht keterangan  atay  iaporan
herkenaan dengan tindak Pidana dibidang perparakan dasrah agar keterangan atau

~

laporan tersebut inenjadi iengkap dan jelas:

29



b, Menelitmencart, dan menguimpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau
En:dﬁn tentang kebenaran per Enmtan vang ditakukan schubungan dengan tindak
Pidana perpajakan Daerah:

C J‘-!\‘lﬂlnl(] I\Llh[d[l‘ an ( darn l'h:[dH” hh ' 'lﬂ['l aran ‘..’ 811 'i')‘(ll atau h iklaiIl ‘\(.h[' 3'1”‘,_{”!
dengan undak Pidana dibidang perpajakan Daerah -

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan. dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak Pidane mhu.m‘.u perpajakan dacrah .

fadad Sl “‘i

(& f\’}»'lu;\“;\“ X T N S sl . e AL RETE Naeana RS B - \-\-h..l-......
A P " e & )

nencatatan, dan dmumen chumcn iaim, s"[ld m\.|dkll|\dn penyitaan terhaday
bahan bukt:

o DBatam keadaan periv dan sapgal mendesuk Penyidik dapat melakukan penyitaan
tanpa surat 2in tertulis erdahalu, sesaat sciclah melakukan penvitaan perlu
melaporkan kepada Ketua Pengadilan ?\ir‘u"ri screnmpar:

g Memnta bantuan tenaga ahli datam rangka neiaksavaan tugas penyvidikan tindak
Praana di bidang ;‘nurl‘.;\.‘;:zl\'.m Dracrah,

b Menyvuroh berbentt dan atav melarang sescorang meninpgalkan ruangan atau
tempat pada seat pemenksaan sedang beriangsung dan memeriksa identitas orang
dan atatr dekemen vang dibawa sebagarmeana dimaksad pada huru! e diatas:

.

Vicmotret sescorang vang berheitan dengan tindak prdang perpajakan Dacrab ¢

P Memapegn orang uniude didencar keterangannva dany diperniksa sehagai tersangka

Monghenbixan peavidiRian.

P Melakukan nndakaen lam vang pertu untuk keiancaran penvidikan undak Pidana di
bidang  perpajakan dacral den menurut Hlukum o ovenp  depat
portangeungwablan

m - PPNS dapat meminta bantuen tekmis penvidikon dari Penvidik POLRI:

envichk sehagaimana donaksad pada avat (1) Pasal ini membentahukan dimulaimva
venvedingn dan menvampatkan hasi penvidikonnve kepada penuntut amam,

tad

BAR XV
KRETENTUAN PIDANA
Pasal 31
(11 Wapts Pajak vaoe melanggar Letentuan dalam Pasa! 16 Peraturan Dazrah i dapa:
dintdana dengan nidana 'mi'un_y.ln paling Tama & (enam) bulan atav denda paiing
banvak 2 (duas Sain pumial pajax wang terutang
27 Wand Pajak yany dengan seneapa meianggar keientuan dalam Pasal 100 Peraturan
Dacrah i dapat dipidana dengan Prdana i cn.um n..llns_I lama 2 (dua) tabun atau denda
paling banvak « { empai j kah jumiah pajak vang terutang

T

Tindak prdana schagaimana dimalisud dalam 1'\‘:l (1) Pasal ins adalai pelanggaran

Pasal 32

Tindak Prdana dr brfang perpajakan Daerah udak dituntut setelah melampaut janaie waktn
10 (sepuivh) tahun SL‘_,nL saal terutangnya Pajak atau berakhirnva masa pajak ateu
herakbirnva bagian vahun pajak atau berakhirnva tahun pajak vang bersangkutan .

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
‘\,_‘

(1) Hal-hal vang helum diatur dalam Peraturan Daersh ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor $<Fahun-1998
tentang Pajak Hotel dan Restoran dinvatakan tidak beriaku. .

ta



Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinva. memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah i
dengan penempatannyva dalam Lembaran Dacrah Kota Kupang.
Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,

Con X 11
.
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-

Diundangkan di Kupang

Pada tanggal 19 Agusutus 2002

SEKRETARIS DAERAT KOVA KUPANG.

Cap & wd

SUTHANEL NOMESEGH

LEMBARAN DAERAHN KOTVA KUPANG TAHUN 2902 NOMOR 09

26




